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ABSTRAK 

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan mengenai pemalsuan 

gelar berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. 

Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti 

dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil 

penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa 

pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan gelar di Indonesia diatur dalam 

beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 263 KUHP. 

Kata kunci: hukum, penanggulangan, KHUP, literatur. 

 

ABSTRACT 

Abstract This study aims to find out about the regulations regarding title 

counterfeiting based on the perspective of the Criminal Code. To achieve this 

goal, a normative juridical law research was conducted. Normative juridical legal 

research, namely legal research conducted by examining secondary data or 

library materials as the basic material to be researched by conducting searches 

on regulations and literature related to the problems studied. Based on the results 

of research and data analysis that has been carried out, it is concluded that the 

regulation regarding the crime of counterfeiting degrees in Indonesia is regulated 

in several statutory provisions, namely Article 263 of the Criminal Code. 

Keywords: law, countermeasures, KHUP, literature. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh 

pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam 

menempuh proses pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang menjadi 

proses pengembangan diri namun justru dipandang sebagai proses mendapatkan 

gelar akademik. Hal ini mendorong penyelewengan-penyelewengan dalam 
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memperoleh gelar akademik tersebut. Penyelewengan terhadap cara memeroleh 

gelar akademik tersebut seringkali merupakan perbuatan yang melawan hukum. 

Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan gelar  tersebut dapat 

berupa pemalsuan ijazah. Tindak pemalsuan ini bukan merupakan hal yang asing 

di masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak 

diiringi dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu 

maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat. Praktek pemalsuan ijazah ataupun 

gelar akademik kesarjanaan sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang dapat 

menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia pendidikan dan 

institusi pendidikan tinggi terkait. 

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup 

banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat yang didalamnya 

mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang 

sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya 

bertentangan dengan yang sebenarnya.1 Era modern saat ini, kemajuan teknologi 

yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih 

mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. 

Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang 

digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (geshrift) adalah suatu lembaran 

kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk 

angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat 

berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan 

mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun.2 

Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang 

memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) 

seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut adalah miliknya. Dengan 

dasar ini orang lain terperdaya dan memercayai bahwa keadaan yang digambarkan 

atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap 

tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan 

sebagai benar.3 

Upaya menanggulangi kejahatan pemalsuan gelar akademik yang semakin 

kompleks diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan etentuan 

hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai penanganan terhadap kejahatan 

pemalsuan gelar akademik dengan memasukannya sebagai tindak pidana 

pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Bab XII Buku II 

KUHP yang tercantum pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak 

 
1 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 3 
2 Ibid, hlm.4. 
3 H.A.K Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2014, hlm.128. 
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pidana pemalsuan surat (valshheid in geschirften) dapat dibedakan menjadi 7 

(tujuh) macam kelompok, yakni : 

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263). 

2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264). 

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266). 

4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, Pasal 266). 

5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271). 

6. Pemalsuan surat keterangan pejabat-pejabat tentang hak milik (Pasal 274). 

7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275). 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional juga mengatur tentang tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu. 

Undang-undang ini mengatur bahwa,“Setiap orang yang menggunakan ijazah, 

sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti 

palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.4 

Pengaturan lain tentang pemalsuan gelar akademik tercantum pada 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang 

menjelaskan bahwa, ”Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar 

akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi”.5 Ancaman pidana terhadap 

pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).6 

Maraknya kasus tindak pidana pemalsuan gelar akademik yang terjadi di 

masyarakat meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi 

pidana terhadap kejahatan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang 

kebijakan pengaturan terhadap penanggulangan tindak pidana pemalsuan gelar 

akademik dalam hukum positif Indonesia.  

Bertolak dari pengertian di atas maka kebijakan untuk melakukan 

penanggulangan tindak pidana pemalsuan gelar akademik yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana hukum pidana membutuhkan kajian terhadap materi tindak 

pidana pemalsuan. Penanggulangan melalui hukum pidana perlu memerhatikan 

metode untuk memformulasikan suatu peraturan perundang-undangan yang tepat 

guna menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa kini 

dan masa yang akan datang. 

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah 

ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat diberikan 

gambaran yang jelas dalam menentukan kebijakan penanggulangan tindak pidana 

pemalsuan gelar akademik melalui hukum pidana. Kebijakan penanggulangan 

 
4 Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
5 Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
6 Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
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hukum pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan 

masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

Pembahasan akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana pemalsuan  gelar akademik ? 

 

Penggunaan gelar akademik bagi seseorang utamanya yang memiliki 

jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting, lebih- lebih jika gelar akademik 

yang disematkan itu berasal dari luar negeri. Namun, dalam peraturan perundang- 

undangan diatur larangan mengenai gelar yang digunakan tanpa hak oleh 

seseorang , hal ini sesuai dalam rumusan Pasal 28 ayat (7) Undang- undang No. 

12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang berbunyi “Perseorangan yang 

tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/ atau gelar 

profesi.” 

Sanksi hukum pidana juga menanti bagi setiap orang yang menggunakan 

gelar akademik secara tanpa hak, pemberian sanksi pidana penjara dan denda 

diatur dalam Pasal 93 Undang- undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan 

Tinggi, dapat dikenakan sanksi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

Pengenaan sanksi yang cukup berat tidak serta merta menciutkan nyali 

dari seseorang untuk melakukan segala cara demi sebuah pengakuan publik, 

bahwa seseorang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, yang 

ditunjukkan dengan sebuah gelar. 

Tindak pidana pemalsuan gelar akademik  termasuk dalam pemalsuan 

surat biasa yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang merumuskan bahwa 

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan 

utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, 

dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan 

surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 

mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”. 

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya 

sebagai berikut :  Unsur-unsur yang objektif :  

1. Perbuatannya :  

a. Membuat palsu; 

b. Memalsu  

2. Objeknya :  

a. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;  

b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;  

c. Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; 
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d. Surat yang diperuntuhkan sebagai bukti dari pada suatu hal.  

3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.  

Unsur subjektif : Memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.  

Perbuatan membuat palsu (Valschelijik Opmaaken) dan perbuatan 

memalsu dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah 

membuat palsu dan memalsu, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat 

(yang sebelumnya yang tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-

bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan 

kebenaran atau palsu. Surat yang di hasilkan perbuatan memuat surat palsu ini 

disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.  

Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu 

yang bertentang dengan kebenaran atau palsu yang disebut dengan pemalsuan 

intelektual. Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. 

Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu 

surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat. 

Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatas 

namakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seorang tertentu, bukan menggunakan 

nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri. Surat semacam ini merupakan surat 

palsu. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “pemalsuan materil” (materelei 

valscheid) palsunya surat bukan terletak pada isi surat tapi pada nama orang 

(termaksud juga tanda tangan) sipembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang 

yang nama sebenarnya dalam surat. Misalnya A membuat surat seolah-olah surat 

tersebut dibuat oleh atau berasal dari B, karena nama dan tanda tangan B 

dicantumkan di cantumkan dalam surat itu, namun sesungguhnya yang 

menandatanganinya adalah A sendiri dengan meniru tanda tangan B. Bisa juga 

tidak meniru tanda tangan B, tetapi membuat tanda tangan palsu dengan dikarang-

karang seolah-olah tanda tangan B.  

Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua macam:  

1. Membuat dan meniru tanda tangan seseorang yang sesungguhn ya tidak ada 

orang yang mempunya nama tersebut, atau tidak diketahui siapa orangnya. 

Nama orang ini dibuat fiktif atau dikarang-karang saja.  

2. Membuat surat dengan menggunakan dengan nama orang lain yang dikenal-

tanpa sepengetahuan atau kesetujuan si pemilik nama tersebut. Kemudian si 

pembuat surat membubukan tanda tangan orang itu dengan meniru atau 

seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan orang yang 

namanya dicantumkan dalam surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak 

dipalsu.  

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu 

surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) 

atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau 

memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan 
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oleh orang lain.  Dalam membuktikan unsur subjektif kesengajaan yang 

dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, ialah :  

1. Hubungan sengaja dengan unsur lain dalam rumusan tindak pidana.  

2. Semua keadaan ketika perbuatan dilakukan.  

3. Keadaan dan kemampuan jiwa si pembuat ketika berbuat.  

Pasal 263 ayat (2) merumuskan bahwa “Diancam dengan pidana yang 

sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-

olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.  

1. Perbuatan memakai. Dalam unsur memakai di sini bukan unsur perbuatan 

yang dilarang, tetapi merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud 

dalam melakukan perbuatan membuat surat palsu. Memakai surat adalah 

perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat 

itu.  

2. Surat palsu atau surat yang dipalsu. Objek tindak pidana dalam ayat (2) ada 

dua, pertama surat palsu dan kedua yang dipalsu. Persamaan kedua objek surat 

ini, ialah di dalamnya kedua surat tersebut terdapat isi surat yang bertentangan 

dengan yang sebenarnya.  

3. Surat palsu adalah sebuah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat 

dalam ayat (1), yang isnya sebagaimana seluruhnya palsu. Sementara surat 

yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat 

dalam ayat (1), yang isinya bertentangan dengan kebenaran.  

4. Seolah-olah asli. Unsur seolah-olah asli menandakan bahwa surat yang 

digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh 

sebab isinya palsu atau isinya dipalsu.  

5. Kesalahan: Dengan sengaja  

Dalam hal mencari arti unsur kesalahan-sengaja yang dicantumkan harus 

berpedoman pada dua petunjuk di dalam MvT WvS Belanda, ialah :  

a. Menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya 

pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan kehendaki 

dan diketahui”.  

b. MvT juga memberi petunjuk bahwa “cara penempatannya dalam rumusan 

tindak pidana akan menentukan pengertiannya dalam hubungannya dengan 

unsur-unsur lainnya, perkataan apa yang ditempatkan sesudah perkataan 

sengaja akan diliputi olehnya”. 

 

II. METODE PELAKSANAAN 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

normatif. penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) atau normatif, yaitu 

penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada 
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membaca, mempelajari dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.7 

Pendekatan terhadap rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan sekunder yang didapat dari Undang-undang. Pendekatan 

undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan mengupas semua undang-

undang serta regulasi hukum lainnya yang kaitannya dengan permasalahan hukum 

yang sedang diteliti dan ditangani. Hasil dari telaah tersebut kemudian digunakan 

sebagai dasar hukum yang dibentuk dalam bentuk suatu argumen hukum untuk 

memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi dan diteliti). 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penggunaan gelar akademik 

palsu saat ini adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu 

dalam KUHP 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan 

pengaturan mengenai tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yaitu dalam 

Pasal 263, yang menjelaskan sebagai berikut: Barangsiapa membuat surat palsu 

atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau 

pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal 

dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut 

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun. 

Pasal 263 ayat (1) KUHP memberikan definisi pemalsuan ijazah adalah 

membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah sehingga memberikan bukti bahwa 

seseorang yang menjadi pemilik ijazah tersebut secara tidak sah. Dalam hal ini 

ijazah palsu dapat terjadi dalam seluruh lembar ijazah atau pun sebagian ijazah. 

Contohnya adalah membuat ijazah palsu secara utuh dan mengubah keterangan 

yang tertera pada ijazah tersebut, sehingga keterangan-keterangan yang terdapat 

pada ijazah tersebut tidak lagi sah. 

Pemalsuan ijazah juga dapat terjadi pada tanda tangan pembuat ijazah, 

dalam hal ini ijazah dinyatakan palsu apabila tidak ditandatangani oleh pembuat 

surat yang sah dan berhak untuk melakukan penandatanganan pada ijazah 

tersebut. Perbedaan antara membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah terletak 

pada waktu dibuatnya ijazah tersebut. Pelaku dalam membuat ijazah palsu dengan 

melakukannya sebelum ijazah tersebut ada, kemudian dibuat surat atau ijazah 

yang tidak benar keterangan di dalamnya. 

 
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta,  2013, hlm. 55. 
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Dalam hal memalsukan ijazah, perbuatan tersebut dilakukan setelah ijazah 

tersebut ada. Pelaku dalam hal ini mengubah sebagian atau seluruh keterangan 

dari ijazah menjadi tidak benar, sehingga ijazah tersebut menjadi tidak benar. 

Ijazah yang telah diubah sebagian maupun seluruhnya digolongkan sebagai ijazah 

palsu. 

Tindak pidana pemalsuan ijazah pada dasarnya masuk dalam kelompok 

Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat. Menurut 

R.Soesilo surat yang dipalsu dapat meliputi :8 

a. Surat yang menerbitkan hak: menerbitkan hak disini adalah dengan adanya 

surat tersebut maka seseorang dapat menimbulkan hak untuk menikmati hak 

yang tercantum dalam surat tersebut, seperti ijazah, tiket, karcis dan lain 

sebagainya. Ijazah merupakan surat yang dapat menimbulkan hak bagi 

seseorang karena ijazah merupakan tanda telah diselesaikannya proses 

pendidikan sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas capaian peserta didik 

dalam proses belajar, dengan demikian seseorang yang namanya tercantum 

dalam ijazah berhak untuk melanjutkan proses belajar maupun menggunakan 

ijazah tersebut dalam mendapatkan pekerjaan. 

b. Surat yang dapat menimbulkan perjanjian: dengan adanya surat tersebut dapat 

menimbulkan perjanjian bagi para pihak untuk saling mengikatkan diri. Ijazah 

termasuk sebagai surat yang dalam menimbulkan perjanjian atau  pun 

perikatan, karena seseorang dapat terperdaya untuk membuat perjanjian 

(misalnya: perjanjian kerja, perjanjian jasa/ profesi dan lainnya) karena 

percaya akan kualifikasi pengetahuan pemilik ijazah. 

c. Surat yang dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam buku tabungan pos, 

buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain sebagainya. 

Dengan diselesaikannya proses pendidikan tinggi seseorang dinyatakan dapat 

menyandang gelar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ia tempuh yang 

mana apabila ijazah tersebut tidak sah maka tidak sah pula seseorang 

menyandang gelar tersebut sebagai keterangan pada dokumen-dokumen 

tersebut diatas. 

2. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu 

diluar KUHP 

Proses pendidikan adalah hak dari setiap warga negara yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintah 

wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur oleh Undang-Undang.9 

 
8R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2015, hlm. 195. 
9 Pasal 31 Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
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Proses pendidikan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia tersebut kemudian tercoreng dengan maraknya pemalsuan 

ijazah, padahal pemalsuan ijazah telah diatur dalam KUHP secara tersirat yakni 

pada dalam Bab XII Buku II KUHP yang tercantum pada Pasal 263 KUHP. 

Upaya pemerintah dalam penanggulangan pemalsuan ijazah secara konkret 

mulai dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang 

dianggap tidak lagi memadai pada masa itu. Undang-Undang 4 Tahun 1950 

tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah belum memasukkan 

rumusan tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam pasal di dalamnya yang mana 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

telah memasukkan ancaman pidana secara tersirat.10  Pasal 19 ayat (1) : “Gelar 

dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh 

lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan 

yang bersangkutan.” 

Uraian pasal di atas memberikan gambaran bahwa penggunaan gelar yang 

dinyatakan berhak memilikinya yang mana ditunjukan dengan bukti ijazah atau 

surat tanda tamat belajar sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berhak untuk 

menyandang atau menggunakan gelar tersebut, meskipun dalam undang-undang 

ini belum diatur secara jelas tentang ijazah atau surat tanda tamat belajar. Namun 

dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menggunakan gelar yang tidak berhak 

ia gunakan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; yang mana diancam 

dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda 

paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 

Pemerintah dalam upayanya untuk memperbaiki sistem pendidikan 

nasional pada akhirnya mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1989 yang dianggap tidak memadai lagi dan perlu diganti untuk 

disempurnakan.11 Pembaruan dalam undang-undang ini antara lain adalah fungsi 

pendidikan untuk membentuk watak (karakter) peserta didik12, penambahan jalur 

informal sebagai salah satu dari 3 jalur pendidikan13, batasan minimal alokasi 

sebesar 20% dari APBN dan APBD14, dibentuknya badan hukum pendidikan15, 

 
10Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 
11Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 
12 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
13 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
14 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
15 Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan dengan dewan pendidikan 

dan komite sekolah/madrasah,16 pengaturan akreditasi dan sertifikasi17, kesetaraan 

madrasah dan sekolah, pengembangan kurikulum dan pengembangan ketentuan 

pidana. 

Pengembangan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan bukti serius pemerintah 

dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yang 

semakin banyak terjadi di masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pula peraturan lain yang 

mengatur pula tentang ketentuan pidana bagi tindak pidana penggunaan gelar 

akademik palsu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Penggunaan gelar akademik palsu merupakan suatu kejahatan atau tindak 

pidana yang digolongkan sebagai kejahatan pemalsuan surat. Ijazah 

disamakan dengan surat (geschrift) karena ijazah menimbulkan pengakuan 

atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan pengakuan atas pencapaian 

seseorang yang tercantum dalam lembaran ijazah tersebut.  

2. Pengaturan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah 

telah diatur dalam KUHP yakni terdapat pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 

276 KUHP, selain di KUHP pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan 

surat juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur secaraterperinci tentang macam-

macam tindak pidana dalam pemalsuan ijazah, selain itu undang-undang ini 

juga memberikan pidana tambahan berupa pencabutan gelar akademik.  
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